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RINGKASAN

Pemerintahan nagari merupakan unit pemerintahan terendah dalam jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan ini telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa misalnya, pemerintahan nagari piganti dengan pernerintahan desa. Kemudian, kurang lebih 16 tahun diterapkannya pemerintahan desa, di era reformasi, pemerintahan desa dikembalikan lagi ke pemerintahan nagari yang ditandai dengan dicanangkannya Peraturan Daerah (Perda) Np.9 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Sebagai sebuah organisasi publik yang berfungsi mempantu melayani masyarakat nagari, keberadaan lembaga pemerintahan nagari dewasa ini memang menarik untuk dikaji ulang, terutama dafam kaitannya dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap karya lembaga pcmerintahan tersebut. Menpan dalam Lampiran Sural Keputusannya No:KEP/25/M.P AN/2/2004 misalnya, rnensinyalir bahwa pelayanan publik oleh aparatur pernerintahan dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan dan belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hasil penelitian Sjahmunir dkk. (2006) mengenai pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintahan nagari di Kabupaten Solok, antara lain dikemukakan bahwa di sebagian nagari sample, pemerintahan nagari betum memberikan pelayanan yang prima. 

Mutu pelayanan atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lembaga pernerintahan ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor yang terdapat pada rnasyarakat pengguna jasa layanan (service receiver) itu sendiri maupun faktor yang terdapat pada organisasi atau lembaga pemerintahan (service provider) yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan (1) mengungkapkan sudah sejauh mana mutu pelayanan publik lembaga pemerintahan nagari dewasa ini, (2) usaha-usaha apa yang telah dilakukan lembaga pemerintahan nagari untuk meningkatkan mutu pelayanannya, dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor apa dari lembaga pemerintahan nagari yang berhubungan dengan mutu pelayanan. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dalam rangka pembuatan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam rangka penguatan lembaga pemerintahan nagari dan pemerintahan terendah pada umumn. 

Penelitian ini dilakukan di 9 (sembilan) nagari, yakni masing-masingnya tiga nagari di daerah asal (luhak), daerah rantau pedalaman, dan di daerah rantau pesisir. Penentuan daerah dan nagari yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Responden penelitian terdiri dari (1) anggota masyarakat pengguna jasa layanan atau masyarakat yang pemah berurusan dengan lembaga pemerintahan nagari, dan (2) aparatur pemerintahan nagari (anggota eksekutif dan legislatif nagari) sebagai penyedia atau pemberi layanan (service provider). Jumlah responden rnasyarakat untuk setiap nagari ditetapkan sebanyak 15 orang dan jumlah pemerintahan nagari sebanyak 10 orang. Total responden adalah sebanyak 225 orang , yang terdiri dari; 135 orang anggota masyarakat dan 90 orang aparatur pemerintahan nagari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan permerintahan nagari kepada masyarakat adalah relatif baik. Hal ini ditandai dengan relatif banyaknya responden masyarakat menilai bahwa pelayanan permerintahan nagari termasuk dalam kategori memuaskan dan sedang (cukup memuaskan). Sebanyak 59,3 % responden rnasyarakat misalnya memberikan penilaian dalam kategori memuaskan dan sebanyak 33,3 persen memberikan penilaian sedang atau cukup. Tidak seorangpun dari responden masyarakat yang memberikan penilaian dalam kategori sangat memuaskan. Sementara yang memberikan penilaian kurang memuaskan dan tidak memuaskan masing-masingnya terdapat 5,2 persen dan 2,2 persen.

Dari tujuh sifat pokok atau indikator mutu jasa layanan temyata tidak semua dinilai oleh masyarakat pengguna jasa layanan dalam kategori memuaskan dan sedang sifat pokok mutu jasa yang berhubungan dengan keterjaminan (assurance) misalnya pemerhatian (empathy), ketanggapan (responsiveness), kesederhanaan prosedur pelayanan, dan persoalan biaya ternyata masih relatif banyak di antara masyakat pengguna jasa layanan menilai dalam kategori kurang dan tidak memuaskan. 

Pemerintahan nagari telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu layanan. Di antaranya adalah melengkapi sarana kantor seperti mesin ketik dan komputer dan mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan kursus. Se mentara di beberapa nagari juga diterapkan sistem pelayanan satu pintu, membuat job description, dan mengaktifkan ketua jorong dan sekretarisnya dengan cara berkantor 2 hingga 3 hari seminggu dengan menggunakan kantor desa yang lama khusus untu melayani masyarakat. 

Dari 18 peubah dan sub-peubah, baik yang menyangkut dengan karakteristik masyarakat pengguna jasa layanan maupun dari unsur-unsur lembaga pemerintahan nagari hanya sifat-sifat kepelayanan (X4) yang berhubungan nyata dengan mutu pemerintahan nagari (Y). Dengan demikian, sifat-sifat kepelayanan yang dimiliki aparatur pemerintahan nagari memberikan kontribusi yang relatif lebih besar terhadap mutu pelayanan pemerintahan nagari dibandingkan dengan peubah-peubahnya. 

Berdasarkan hasil penelitian itu, disarankan (I) mutu layanan pemerintahan nagari  secara terus-rnenerus perlu lebih ditingkatkan, (2) pemerintahan nagari perlu dan didukung untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan mutu layanan, (3) pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan sifat-sifat kepelayanan hendaknya selalu menjadi fokus perhatian dalam rangka meningkatkan mutu layanan pemerintahan nagari. 

